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Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960. pendaftaran tanah pertamakali dilakukan dengan 2 cara,
secara sistematik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas prakarsa pemerintah dalam wilayah suatu desa
atau kelurahan dan secara sporadic yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan pemilik hak atas
tanah. Dengan pendaftaran tanah pemegang hak atas tanah akan mendapatkan tanda bukti berupa sertipikat
tanah yang berlaku sebagal alat bukti yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses

pel aksanaan pendaftaran tanah secara sistematik pasca gempa bumi dan tsunami, hambatan-hambatannya
serta bagaimana penyel esaiannya oleh panitia gjudikasi di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota
Banda Aceh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dan bersifat deskriptif analitis, melalui
penelitian ini didapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengena asas-asas hukum, kaedah-
kaedah hukum dan ketentuanketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah
secara sistematik. Pelaksanaan pendaftaran tanah ini dimulai dengan beberapa tahapan yaitu persiapan,
identifikasi batas bidang, kegiatan pengumpulan data yuridis, kegiatan pengumpulan data fisik, sidang
panitia, pengumuman, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertipikat. Pada kenyataannya
pendaftaran tanah oleh panitia gjudikasi pasca gempa bumi dan tsunami di Kampung Kota Baru Kecamatan
Kuta Alam Kota Banda Aceh banyak mengalami kendala seperti sarana dan prasarana yang digunakan
dalam proses pengukuran masih kurang sehingga menghambat kelancaran pekerjaan yang dilakukan oleh
panitiagjudikasi dan ada beberapa pemilik tanah yang tidak mendampingi sewaktu penetapan tanda batas
karena masih berada di tempat pengungsian selain itu pelaksanaan gjudikasi oleh panitia gjudikasi belum
memenuhi tujuan dari pendaftaran tanah karena masa tugas tim gjudikasi telah habis dan panitia gjudikasi
tidak menerbitkan setipikat sehingga pemilik tanah tidak mendapatkan sertipikat.

<hr>Land registration is organized in the framework of providing the assurance of legal certainty as stated
inArticle 19 of Law No. 5 of the Year 1960. The first land registration can be carried out with 2 methods,
systematically which island registration carried out based on the initiative of the government in the territory
of avillage or asub-district, and sporadically which is land registration carried out upon the request of the
owner of right over land. With land registration, the holder of right over land will receive evidence in the
form of land certificate which will be valid as strong evidence. This research has the objective of identifying
the process for the implementation of post earthquake and tsunami systematic land registration, its obstacles
aswell asits settlements by the adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda
Aceh City.

The method being used in this research is empirical normative and with descriptive analytic characteristic,
through this research can be obtained a thorough and systematic overview regarding the principles of law,
legal norms and provisions of the legislations related to land registration in a systematic manner. This
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implementation of land registration is started by several stages which are preparation, identification over the
borders of the parcel of land, juridical data collection activity, physical data collection activity, committee
meeting, publication, record entry of the right, issuance and delivery of certificate. | reality, post earthquake
and tsunami land registration by adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda
Aceh City, faced many obstacles, such as, the facilities and infrastructures being used in the measurement
process were still insufficient, therefore, they hampered the efficiency of work being carried out by the
adjudication committee and there were several landowners who did not accompany the adjudication
committee during the stipulation of marks of borders because they were still in the refuge, in addition, the
implementation of adjudication by the adjudication committee did not yet fulfill the objective of land
registration since the term of office of the adjudication team has already expired, and the adjudication
committee did not issue certificates, therefore, landowners do not receive any certificates.



